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ABSTRAK 

Kehadiran pengungsi merupakan hal yang sangat fenomenal di dunia, sehingga 

harus mendapatkan perlindungan Internasional. Indonesia belum meratifikasi 

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Tetapi meskipun belum 

meratifikasi Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 

Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dengan adanya 

Peraturan Presiden ini  atas dasar pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini mengenai pengungsi di Indonesia yaitu 

bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengungsi Warga Negara Asing 

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negri dan  Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi 

dan bagaimanakah akibat hukum terhadap pengungsi Warga Negara Asing yang ada di 

Indonesia sebagai Negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status 

Pengungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang 

diperoleh dari data sekunder peraturan perundang-undangan dan metode analisa data 

kualitatif dengan mengambil data dari buku-buku dan sumber pustaka lainnya. Hasil 

penelitian ini diketahui bahwa Indonesia telah memiliki payung hukum untuk 

menangani pengungsi  dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negri dan Indonesia belum 

ratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. uraian diatas apabila dikaitkan 

dengan teori monisme Indonesia dapat memberikan akses pendidikan dan pekerjaan 

karena Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya karena hukum internasional lebih tinggi hirarkinya dari 

pada hukum nasional apabila memakai teori monisme.  Dan beda halnya apabila 

Indonesia memakai teori dualisme meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvenan 

Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang didalamnya 

membahas mengenai pendidikan dan pekerjaan. Dalam teori dualisme tidak ada 

tempat bagi persoalan hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional. 

 
 

  

 

 

 

 




